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              BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Kekerasan dalam  rumah tangga bukan hal yang tidak dapat mungkin 

terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan 

masalah yang bersifat umum melainkan yang bersifat khusus. Kekhususan itu 

menyangkut hubungan antara pelaku maupun korban, karena di sini hubungan 

tersebut berkaitan dengan keluarga atau hubungan pekerjaan (majikan dengan 

pekerja rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius 

yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Masyarakat tidak 

menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan 

bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, 

ternyata dapat terjadi di dalam rumah di antara orang-orang yang seharusnya. 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai 

macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah 

mendapat perhatian secara nasional dan internasional.1 Kekerasan dalam 

rumah tangga bukanlah hal baru. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan 

sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak di kontrol.2 Namun, 

keluarga, serta korban atau kerabatnya, selalu merahasiakannya atau 

menutupinya selama bertahun-tahun karena menganggap sebuah aib. 

 
       1Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, “Perbandingan Penngaturan Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana 

Malaysia”,Pampas:Journal Of Criminal, Vol.2 No.2,2021.  Hal.2. 

 2Ana Indah Cahyani dan Yulia Monita, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan 

pada Tindak Pidana Kekerasan dalan Rumah Tangga”, Pampas:Journal Of Criminal, Vol. 1 

No.2, 2020. Hal 178 . 
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Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.3 Adapun kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia 

yang sempat menyita perhatian publik yaitu rumah tangga Lesty Kejora dan 

Rizky Billar. Kekerasan yang dilakukan Rizky Billar yaitu mencekik dan 

membanting Lesti Kejora ke kasur. Rizky Billar juga menarik tangan Lesty ke 

arah kamar mandi hingga membanting ke lantai.4 Hal ini menunjukkan bahwa 

yang menjadi korban kekerasan tidak hanya terjadi pada kalangan biasa saja 

akan tetapi juga dapat terjadi pada kalangan artis sekalipun. 

Bentuk kekerasan dapat dilihat dari perbuatan pidana tertentu, seperti 

pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula Pengertian 

kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

menggunakan kekerasan.5 Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak 

sadar akan dirinya. Kemudian tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai 

kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan 

 
        3Musiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap 

Istri)”, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama,Vol.15 No 1.,Juni 

2021.Hal.76. 

     4https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-

kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan 

          5Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Yuridis-Viktimologi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hal.58. 
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perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat 

mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas 

dapat dikatakan penganiayaan.6 

Adapula pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. 

Adanya undang-undang tersebut mendorong untuk masyarakat lebih terbuka 

untuk lebih berani melaporkan adanya kekerasan yang dialami, karena tindak 

pidana kekerasasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Artinya  

pelaku dapat diproses di mata hukum jika adanya aduan dari korban yang 

mengalami hal kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Disini diharapkan 

seorang korban harus berani untuk kejadian tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang dialami. 

Deingan adanya u iindang-uiindang meingeinai keikeirasan dalam ruiimah 

tangga  diiharapkan uiintuiik seiseiorang dalam keihiduiipannaya haruiis teitap meinjaga 

hak asasi manuiisia seiseiorang seipeirti yang dikeitahuiii bahwa pasal 28 dari huiiruiif 

A sampai deingan J U iindang-U iindang Dasar 1945 meingatuiir teintang hak asasi 

manuiisia, bahwa seigala beintuiik keikeirasan, teiruiitama keikeirasan dalam ruiimah 

tangga adalah peilanggaran hak asasi manuiisia dan keijahatan teirhadap martabat 

keimanuiisiaan seirta beintu iik diskriminasi. 

Dalam pasal 4 U iindang-U iindang Peinghapuiisan Keikeirasan Dalam uiimah 

tangga seisuiingguiihnya beirtuiijuiian uiintuiik : 

1) Meinceigah seigala beintuiik keikeirasan dalam ruiimah tangga; 

 
         6Dadang Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 

Jurnal Yustisi, Vol. 3 No. 2, 2016. Hal 15. 
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2) Meilinduiingi korban keikeieirasan dalam ruiimah tangga; 

3) Meinindak peilakuii keikeirasan ruiimah tangga; dan 

4) Meimeilihara keiu iituiihan ruiimah tangga yang harmonis dan seijahteira. 

 

Meilihat hal teirseibuiit seibeinarnya ruiimah tangga seiharuiisnya meimiliki 

huiibuiingan yang baik harmonis, dan seijahteira dan jauiih dari peimasalahan 

seihingga teircipta seibuiiah rasa yang nyaman dan teintram dalam suiiatuii keiluiiarga 

teirseibuiit. 

Proseis peinyeileisaian peirkara keikeirasan dalam ruiimah tangga dilakuiikan 

meilaluiii sisteim peiradilan pidana. Sisteim peiradilan pidana meinuiinjuiikkan 

meikanismei keirja dalam peinangguiilangan keijahatan yang meingguiinakan dasar 

peindeikata sisteim.7 Seisuiiai deingan amanah U iindang-U iindang Nomor 23 Tahuiin 

2004 yang dimuiilai dari peinyeilidikan/peinyidikan, peinuiintuiitan, peimeiriksaan di 

sidang peingadilan hingga peilaksanaan huiikuiiman di leimbaga peimasyarakatan. 

Sisteim peiradilan pidana ialah sisteim yang dibuiiat uiintuiik meinangguiilangi 

masalah-masalah keijahatan yang dapat meinggangguii keiteirtiban dan 

meingancam rasa aman masyarakat, meiruiipakan salah satuii uiisaha masyarakat 

uiintuiik meingeindalikan teirjadinya keijahatan agar beirada dalam batas-batas 

toleiransi yang dapat diteirima.8 

Di dalam huiikuiim acara pidana yang meilakuiikan seibu iiah tindak pidana 

haruiis dibeirikan huiikuiiman pidana puiila. Dilihat dalam Pasal 10 Kitab U iindang-

 
       7Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dhenny Wahyudi, “Penerapan Keadilan Restoratif 

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, Pampas: Journal Of Criminal, Vol.3 No.1, 2022. Hal. 

70 

       8Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni, dan Dessy Agustina Harahap, “Pertimbangan 

Pengunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan 

Rumah Tangga, Al-Ahkam, Vol. 17 No. 1, Juni 2021.Hal 33. 
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U iindang Huiikuiim Pidana seiseiorang yang meilakuiikan tindak pidana dibeirikan 

sanksi beiruiipa:  

1. Pidana pokok, meilipuiiti: pidana mati, pidana peinjara, pidana kuiiruiingan, 

pidana deinda, dan pidana tuiituiipan; seirta 

2. Pidana tambahan, meilipuiiti: peincabuiitan hak-hak teirteintuii, peieirampasan 

barang-barang teirteintuii, dan peinguiimuiiman puiituiisan hakim.9 

 

Dapat dilihat sisteim peimidanaan yang teircantuiim dalam pasal 10 KUiiHP 

seiseiorang yang meilaku iikan tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga 

seiharuiisnya meindapatkan sanksi pidana ituii. Keikeirasan dalam ruiimah tangga 

meinjadi masalah seiriuiis dan meinjadi peirhatian peimeirintah. 10Seihingga dibuiiat 

dan disahkan U iindang-U iindang Nomor 23 Tahuiin 2004 teintang Peinghapuiisan 

Keikeirasan Dalam Ruiimah Tangga yang akan meinjadi aacuiian dalam 

peinyeileisaian tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga Saat ini peimeirintah 

seidang geincar-geincarnya uiintuiik meinggauiingkan peimidanaan teirhadap peilaku ii 

tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga kareina meilihat hadirnya U iindang-

U iindang Nomor 23 Tahuiin 2004 Teintang Peinghapuiisan Keikeirasan dalam ruiimah 

tangga yang uiintuiik meinyeilamatkan ruiimah tangga. Seibagai salah satuii beintuiik 

bangsa Indoneisia dalam meinjaga dan meilinduiingi Hak Asasi Manuiisia 

khuiisuiisnya peireimpuiian didirikan Komisi Nasional Peireimpuiian. Deingan adanya 

Komisi Nasional peireimpuiian diharapkan uiintuiik seiseiorang beirani meinyuiiarakan  

adanya suiiatuii tindak keikeirasan yang dialami. Seipeirti halnya kasuiis yang dialami 

oleih salah satuii kalangan artis yaituii Leisty Keijora dan Rizky Billar. Komnas 

 
        9Dr. Bambang Waluyo, S.H.,M.H., Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, 

Depok, Rajawali,2017. Hal 148. 

       10 Rachelia Febriani  Sormin, Dhenny Wahyudi, Dan Aga Anum Prayudi, “Kebijakan 

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalamn Rumah Tangga”, Pampas:Journal 

Of Criminal, Vol. 2No.3, 2021. Hal. 111 
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Peireimpuiian peirpeindapat bahwa langkah keipolisian uiintuiik meilanjuiitkan proseis 

huiikuiim, kareinanya, akan beirkontribuiisi uiintuiik meinceigah preiseidein buiiruiik dalam 

peinanganan kasuiis KDRT, khuiisuiisnya keikeirasan teirhadap istri, di mana 

peindeikatan keiadilan reistoratif diguiinakan uiintuiik meimbuiika ceilah impuiinitas 

peilakuii dan meineiguiihkan sikluiis KDRT.11 

Akan teitapi U iindang U iindang Nomor 23 Tahuiin 2004 ini dapat 

meinimbuiilkan masalah kareina prakteiknya peineigakan huiikuiim dalam keikeirasan 

dalam ruiimah tangga juiistruii akan beirakibat dalam keiluiiarga baik dari pasangan 

atauiipuiin bagi anaknya. Jadi jikalauii seitiap peilakuii keikeirasan dalam ruiimah 

tangga diharuiiskan uiintuiik meineirima sanksi peinjara, maka korban juiiga akan 

meingalami keiruiigian, teirkhuiisuiis jikalauii peilakuii keikeirasan dalam ruiimah tangga 

teirseibuiit adalah keipala ru iimah tangga, yang meincari nafkah uiintuiik keiluiiarga, dan 

juiiga imam bagi keiluiiarganya.12 Jadi sanksi pidana ini dapat meiruiigikan keiduiia-

duiianya apabila ini diteirapkan. 

U iindang-U iindang Peinghapuiisan Keikeirasan Dalam Ruiimah Tangga 

meimiliki tuiijuiian agar seibuiiah ruiimah tangga ituii teitap uiituiih. Meilihat hal teirseibuiit 

seisuiingguiihnya sanksi pidana ini  tidak meinjadi soluiisi dari peinyeileisaian kasuiis 

keikeirasan dalam ruiimah tangga. Peinyeileisaian yang dapat diteimpuiih dalam 

peinyeileisaian keikeirasan dalam ruiimah tangga bisa dilakuiikan deingan meilakuiikan 

muiisyawarah yang dilakuiikan pihak peilakuii dan korban atauii yang dikeinal 

 
       11https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-

pastikansiklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga 

       12Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, “Analisis Normatif 

Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal 

Tripatang, 15 Juni 2021. Hal 71. 
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reistorativei juiisticei seibagai suiiatuii peinyeileisaian seicara damai dalam kasuiis tindak 

pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga. 

Peirkeimabangan zaman proseis peinyeileisaian peirkara pidana 

meindatangkan suiiatuii peiruiibahan baruii yang awalnya seilalu ii diseileisaiakan di 

peingadilan seikarang dapat diseileisaikan di luiiar peingadilan, peiruiibahan in yang 

meindasari meingeinai konflik antara korban dan peilaku ii tindak pidana. 

13Lahirnya istilah reistorativei juiisticei peirtama kali dikeinalkan oleih Albeirt 

Eiglash pada tahuiin 1977. Dalam Tuiilisannya dia meingatakan bahwa reistorative i 

juiisticei  adalah suiiatuii peindeikatan keiadilan reistituiitif teirhadap peindeikatan 

keiadilan reitribuiitif dan keiadilan reihabilitatif. Dalam pandangan reistorative i 

juiisticei  tindak pidana pada dasarnya sama seipeirti pandangan huiikuiim pidana, 

namuiin dalam proseis peincarian keiadilan yang teirjadi atas suiiatuii peirkara pidana 

meilibatkan korban, peilakuii dan masyarakat dalam uiisaha peirbaikan, reikonsiliasi 

dan peinjaminan keibeirlangsuiingan uiisaha peirbaikan teirseibuiit.14 Reistorative i 

juiisticei adalah seibuiiah teiori yang meineikankan pada peimuiilihan keiruiigian yang 

diseibabkan atauii ditimbuiilkan oleih peirbuiiatan pidana yang dilakuiikan 

seiseiorang.15  Hal ini juiiga seinada juiiga diuiingkapkan oleih John Braithwaitei, yang 

meinyatakan bahwa tuiijuiian uiitama reistorativei juiisticei adalah peirbaikan luiika yang 

diakibatkan oleih peirbuiiatan peilakuii dan konsiliasi seirta reikonsiliasi di kalangan 

 
        13Tita Nia, Haryadi, dan Andi Najemi,”Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”, Pampas: Journal Of Criminal Law Vol.3 

No.2, 2022. Hal.225 

       14Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan 

Restorative Justice, Jakarta,Jala Permata Aksara, 2017. Hal 55. 

      15Libby Sinanoe, Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe, Jalan Panjang Menuju Keharmonisan 

Rumah Tangga,, Kupang Rumah Perempuan Kupang, 2011. Hal. 40. 
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korban, peilakuii dan masyarakat.16 Didalam reistorativei juiisticei ini diharapkan 

bagi peilakuii yang meilakuiikan tindak pidaana haruiis meineikankan peimuiilihan 

keipada korban dan sadar akan peirbuiiatannya dan korban dapat dalam 

reistorativei juiisticei meimbeirikan syarat yang haruiis dilakuiikan oleih peilakuii yang 

diharapkan tidak meinguiilanginya peirbuiiatan keimbali.  

Ketentuan keadilan restoratif di Indonesia dapat ditemukan dalam 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan 

restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, 

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice. Selain itu, Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menerbitkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan 

Umum. 

U iipaya keiadilan reistoratif dilakuiikan deingan deingan meinggeilar 

peirteimuiian antara korban dan teirdakwa, dan kadang-kadang juiiga meilibattkan 

para peirwakian masyarakat seicara uiimuiim.17 Deingan adanya peineirapan 

reistorativei juiisticei ini dilihat adanya suiiatuii peinyeileisaian meilibatkan  peilaku ii, 

korban, keiluiiarga dan pihak yang teirkait meinjadi leibih baik kareina 

peirmasalahan tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga hal yang beirsifat 

 
      16 Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.4 No.2 

Des 2020. Hal. 504. 

      17Abdur Kadir, S.H., M.H., Penerapan Restorative Justice Studi Komparasi Fngsi Jaksa 

Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi,Yogyakarta, Thafa 

Media,2023. Hal. 48 
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khuiisuiis dan reismi di mata huiikuiim seihingga, bila meingikuiiti hu iikuiim acara pidana 

dapat meimpeirbuiiruiik keiadaan, seipeirti peilakuii yang meilakuiikan peirbuiiatan tindak 

pidana  tidak meinjamin u iintuiik tidak meinguiilangi peirbuiiatnnya.  

Dasar peinyeileisaian meilaluiii reistorativei juiisticei ini uiintuiik meiwuiijuiidkan 

keimanfaatan seirta keiadilan antara korban dan peilakuii, keimuiidian peirkara 

beirjalan deingan tidak kakuii uiintuiik meincapai keiadilan teirseibuiit, Seihingga 

peirluiinya atuiiran reistorativei juiisticei yang baik dalam peinyeileisaian teirhadap 

tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga kareina ini meilibatkan orang 

teirdeikat yaituii seibuiiah keiluiiarga. Akan teitapi adanya reistorativei juiistice i 

beirpoteinsi meileimahkan peineigakan huiikuiim dalam tindak pidana keikeirasan 

dalam ruiimah tangga.  

Beirdasarkan hal teirseibuiit, peinuiilis ingin meingangkat dan meimbahas 

dalam beintuiik skripsi deingan juiiduiil : PENERAPAN RESTORATIVE 

JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN 

HUKUM 

B. Rumusan Masalah   

Dalam skripsi ini peinuiilis akan meimbuiiat peiruiimuiisan masalah yang seisuiiai 

deingan juiiduiil skripsi, maka pokok peirmasalahan aadalah seibagai beirikuiit : 

1. Bagaimanakah peingatuiiran reistorativei juiisticei dalam proseis peinyeileisaian 

tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga? 
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2. Bagaimanakah peineirapan reistorativei juiisticei dalam peinyeileisaian tindak 

pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga dalam peirspeiktif keimanfaatan 

huiikuiim? 

C. Tujuan Penellitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah dikeimuiikakan di atas, maka tuiijuiian 

yang ingin dicapai dari Peinuiilis adalah: 

1. U iintuiik meingeitahuiii dan meinganalisis peingatuiiran  reistorativei juiisticei dalam 

proseis peinyeileisaian tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga. 

2. U iintuiik meingeitahuiii dan meinganalisis peineirapan reistorativei juiisticei dalam 

peinyeileisaian tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga dalam peirspeiktif 

keimanfaatan huiikuiim. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapuiin manfaat peineilitian yang ingin dicapai Peinuiilis adalah: 

1. Seicara teioritis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan peimikiran bagi 

peirkeimbangan ilmuii huiikuiim yang beirkaitan deingan peineirapan reistorative i 

juiisticei dalam peinyeileisaian tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga 

dalam peirspeiktif keimanfaatan huiikuiim. 

2. Seicara praktis 

Dapat dijadikan peidoman dan meimbeiri suiimbangsih peimikiran 

dalam meimahami  peineirapan reistorativei juiisticei dalam penyelesasian tindak 

pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga dalam perspektif kemanfaatan 

hukum. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Peineirapan 

Peingeirtian peineirapan adalah peirbuiiatan meineirapkan.18 Sedangkan, 

beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan 

mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan 

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok 

atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.19 

2. Reistorativei Juiisticei 

Reistorativei juiisticei atauii keiadilan reistoratif adalah peinyeileisaian peirkara 

tindak pidana deingan meilibatkan peilakuii, korban, keiluiiarga peilakuii/korban, 

dan pihak lain yang teirkait uiintuiik beirsama-sama meincari peinyeileisaian yang 

adil deingan, peilaksanakan peimuiilihan keimbali pada keiadaan seimuiila, dan 

buiikan peimbalasan.20 

3. Tindak Pidana  

Meinuiiruiit Lamintang dan Fransiscuiis Theiojuiinior, meinjeilaskan bahwa 

tindak pidana adalah: 

“Peirbuiiatan yang oleih atuiiran huiikuiim dilarang dan diancam deingan 

pidana, dimana deingan pidana, dimana peingeirtian peirbuiiatan disini seilain 

peirbuiiatan yang beirsifat pasif  (tidak beirbuiiat seisuiiatu ii yang seibeinarnya 

diharuiiskan oleih huiikuiim). Meinuiiruiit profeisor pompei, strafbaarfeiit 

meiruiipakan peilanggaran norma baik diseingaja atauii tidak diseingaja eilah 

dilakuiikan oleih seiorang peilakuii, meinjatuiihkan teirhadap peilakuii teirseibu iit 

 
       18Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Modern English Pers, 2002. Hal. 

1598. 
19 Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, “Penerapan Prinsip-Prinsip 

Good Goverance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal 

Eksektufi, Vol 1 No 1, 2017. Hal. 2 
20 Yusi Amdani,”Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 

Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”, Al-‘Adalah Vol. 8, No. 1, Juni 

2016. Hal. 65 
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peinting deimi teirpeiliharanya teirtib huiikuiim dan teirjaminnya keipeintingan 

uiimuiim.”21 

 

Seilanjuiitnya tindak pidana juiiga dikeimuiikakan oleih Moeiljatno dalam 

Muiihammad Ainuiil Syamsuii “tindak (peirbuiiatan) pidana adalah peirbuiiatan yang 

dilarang oleih uiindang-uiindang dan diancam deingan pidana, barang siapa 

meilanggarny.22 

4.  Keikeirasan Dalam Ruiimah Tangga 

Meinuiiruiit Pasal 1 Angka 1 U iindang-U iindang Nomor 23 Tahuiin 2004 

Teintang Peinghapuiisan Keikeirasan Dalam Ruiimah Tangga yang dimaksuiid 

deingan keikeirasan dalam ruiimah tangga adalah seitiap peirbuiiatan teirhadap 

seiseiorang teiruiitama peireimpuiian, yakni beirakibat timbuiilnya keiseingsaraan atau ii 

peindeiritaan seicara fisik, seiksuiial, psikologis, dan/atauii peineilantaran ruiimah 

tangga teirmasuiik ancaman uiintuiik meilakuiikan peirbuiiatan, peimaksaaan atau ii 

peirampasan keimeirdeikaan seicara meilawan huiikuiim dalam lingkuiip ruiimah 

tangga. 

F. Landasan Teori 

1. Teiori Keimanfaatan  

Jeireimy Beintham yanng dikeinal seibagai tokoh yang peirtama 

meinceituiiskan aliran ini. Meinuiiruiitnya alam teilah meineimpatkan manuiisia 

dibawah keikuiiasaan, keiseinangan, dan keisuiisahan. Kareina keisuiisahan dan 

keiseinangan ituii manuiisia mampuii meimpuiinyai gagasan uiintuiik meimbuiiat 

 
       21 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana 

di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hal.180. 
22Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip  Dasar Hukum 

Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016. Hal. 16 
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keiteintuiian yang meimpeingaruiihi hiduiipnya. Tuiijuiian uiintuiik meincaari 

keiseinagan atauii keibahagiaan dan meinghindari keisuiissahan seiharuiisnya 

meinjadi pokok uiitama yang heindak dicapai dalam peimbuiiatan uiindang-

uiindang. 

 Meinuiiruiit Andi Najeimi dan U iisman meingeimuiikakan bahwa: 

 

Dalam peimahaman bahasa, keimanfaatan, yang beirarti guiina atau ii 

faeidah, dan laba atauii uiintuiing. Keimanfaatan artinya adalah keiguiinaan. 

Dalam kaitannya deingan peinyeileisaian peirkara pidana, maka dapat 

diuiikuiir dari sisi manfaat dan muiidarat, atauii sisi positif atauii sisi 

neigaatif dari peinyeileisaian peirkara teirseibuiit. Manfaat teirseibuiit tidak 

hanya dilihat dari satuii pihak yang teirlibat dalam peirkara pidana, 

teitapi juiiga meilipuiiti seiluiiruiihnya. Peilakuii, korban, neigara, 

masyarakat.23 

 

Beirdasarkan teiori di atas dapat dikeitahuiii bahwa reistorativei juiistice i 

dari seigi manfaat agar peilakuii dapat meimpeirtangguiing jawabkan peirbuiiatan 

yang dilakuiikan di mana meimpeirbaiki keiruiigian yang dipeirbuiiat oleih 

dirinya dan korban meindapatkan haknya.  

2. Teiori keiadilan 

Tuiijuiian dibeintuiiknya huiikuiim salah satuiinya yaituii keiadilan. Adanya 

sisteim peiradilan pidana beirtuiijuiian meinangguiilangi keijahatan yang teirjadi 

seirta meimbeirikan eifeik jeira keipada peilakuii keijahatan. Meinuiiruiit Jhon Rawls 

meinjeilaskan bahwa: 

Keiadilan adalah keibajikan uiitama dalam instituiisi sosial, 

seibagaimana keibeinarannya dalan sisteim peimikiran. Suiiatuii teiori, 

beitapapuiin eileigan dan eikonomisnya, haruiis ditolak atauii direivisi jika 

ia tidak beinar; deimikian juiiga huiikuiim dan instituiisi, tidak peiduiili 

beitapapuiin yang eifisiein seirta konsistein deingan keiadilan.24 

 
       23Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, 

dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum,Vol. 1 No. 1,2018. Hal.78. 

        24John Rawls, Teori Keadilan, Cet. Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011. Hal 3-

4 
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Hans Keilsein dalam buiikuiinya Geineiral Theiory Of Law and State i, 

beirpandangan bahwa huiikuiim seibagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat meingatuiir peirbuiiatan manuiisia deingan cara yang 

meimuiiaskan seihingga dapat meineimuiikan keibahagiaan di dalamnya.25 

3. Teiori Keipastian Huiikuiim 

Keipastian hal yang tidak dapat dipisahkan dari huiikuiim, teiruiitama 

uiintuiik norma huiikuiim teirtuiilis. Huiikuiim tanpa nilai keipastian akan keihilangan 

makna kareina tidak dapat lagi diguiinakan seibagai peidoman peirilakuii bagi 

seitiap orang, kareina keipastian juiiga tuiijuiian dari huiikuiim. 

Meinuiiruiit U iitreicht, keipastian huiikuiim meinganduiing duiia peingeirtian, 

yaituii peirtama, adanya atuiiran yang beirsifat uiimuiim meimbuiiat individu ii 

meingeitahuiii peirbuiiatan apa yang boleih atauii tidak boleih dilakuiikan, dan 

keiduiia,beiruiipa keiamanan huiikuiim bagi individuii dari keiseiweinangan 

peimeirintah kareina deingan adanya atuiiran yang beirsifat u iimuiim ituii individu ii 

dapat meingeitahuiii apa yang boleih dibeibankan atauii dilakuiikan oleih neigara 

teirhadap individuii.26 

Meingeinai keipastian huiikuiim, keiadilan reistoratif beiluiim seipeinuiihnya 

meimeinuiihi keipastian huiikuiim. Meinuiiruiit Van Apeildoorn meinjeilaskan 

bahwa: 

 
    25Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, diterjemahkan oleh Rasisul 

Muttaqien, , Bandung,Nusa Media, 2011. Hal. 7. 

       26Riduan Syahrani, rangkuman intisari ilmu hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti,1999. Hal. 23. 
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Keipastian huiiku iim dapat dimaknakan bahwa seiseiorang akan dapat 

meimpeiroleih seisuiiatuii yang diharapkan dalam keiadaan teirteintu ii. 

Keipastian diartikan seibagai keijeilasan norma seihingga dapat dijadikan 

peidoman bagi masyarakat yang dikeinakan peiratuiiran ini. Peingeirtian 

keipastian teirseibuiit dapat dijadikan peidoman bagi masyarakat yang 

dikeinakan peiratuiiran ini. Peingeirtian keipastian teirseibuiit dapat dimaknai 

bahwa ada keijeilasan dan keiteigasan teirhadap beirlakuiinya huiikuiim di 

masyarakat. Hal ini uiintuiik tidak meinimbuiilkan banyak salah tafsir. 

Keipastian huiiku iim yaituii adanya keijeilasan skeinario peirilakuii yang 

beirsifat uiimuiim dan meingikat seimuiia warga masyarakat teirmasuiik 

konseikuiieinsi-konseikuiieinsi huiikuiimnya. Keipastian hu iikuiim juiiga beirarti 

hal yang dapat diteintuiikan oleih huiikuiim dalam hal yang kongkrit. 

Keipastian huiiku iim adalah jaminan bahwa huiikuiim dijalankan, bahwa 

yang beirhak meinuiiruiit huiikuiim dapat meimpeiroleih haknya dan bahwa 

puiituiisan dapat dilaksankan.27 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, ada dua perspektif tentang 

kepastian hukum dalam restorative justice: adanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang restorative justice dan penerapan atau 

penegakan hukum tetap dalam hal terjadi tindak pidana 

 

 

 
     27 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha,1990. Hal. 

24-25. 
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G. Metodelogi Penelitian  

1. Tipei Peineilitian 

Tipei peineilitian yang diguiinakan dalam peinuiilisan ini adalah  peineilitian 

huiikuiim normatif. Peineilitian huiikuiim normatif adalah  peineilitian huiikuiim 

yang meileitakkan huiikuiim seibagai seibuiiah banguiin  sisteim norma.28 

Peineilitian Huiikuiim Normatif juiiga meiruiipakan “peingkajian peirmasalahan 

huiikuiim meingeinai asas-asas huiikuiim pidana, sisteimatika huiikuiim, taraf 

sinkronisasi huiikuiim, peirbandingan huiikuiim dan seijarah hu iikuiim”.29 

2. Bahan Huiikuiim 

a. Primeir  

 Data primeir dalam peineilitian ini adalah Kitab U iindang- Uiindang 

Huiikuiim Pidana, Kitab U iindang-Uiindang Huiikuiim Acara Pidana, U iindang-

U iindang Nomor 23 Tahuiin 2004 Teintang Peinghapuiisan Keikeirasan 

Dalam Ruiimah Tangga, Peiratuiiran Keipolisian Nomor 8 Tahuiin 2021 

teintang Peinanganan Tindak Pidana Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif, 

Peiratuiiraan Keijaksaan Nomor 15 Tahuiin 2020 Teintang Peingheintian 

Peinuiintuiitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. 

b. Seikuiindeir  

Bahan seikuiindeir dalam peineilitian ini adalah seimu iia puiiblikasi seicara 

onlinei mauiipuiin teirbitan peineirbit teintang dokuiimein-dokuiimein meingeinai 

keikeirasan dalam ruiimah tangga. Puiiblikasi meingeinai dokuiimein-

 
       28Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010. Hal.33. 

       29Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 

2016. Hal. 86. 
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dokuiimein dibidang huiikuiim teintang reistorativei juiisticei teirhadap tindak 

pidana keikeirasan dalam ruiimah tanggajuiirnal-juiirnal huiikuiim, kamuiis 

huiikuiim, mauiipuiin komeintar-komeintar atauii pandangan huiikuiim teintang 

reistorativei juiisticei teirhadap tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah 

tangga. Peineilitian keipuiistakaan dalam data seikuiindeir ini dilakuiikan 

deingan cara riseit dan meingguiitip peindapat yang dapat meinduiikuiing 

peineilitian ini. 

c. Teirsieir 

Bahan huiikuiim teirsieir ialah bahan huiikuiim tambahan yang seibagai 

peileingkap dari bahan huiikuiim primeir mauiipuiin seikuiindeir, yaituii antara lain 

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) seirta bahan dari situiis inteirneit. 

3. Analisis Bahan Huiikuiim  

Dari bahan huiikuiim yang dikuiimpuiilkan baik data primeir mauiipuiin data 

seikuiindeir dan teirsieir di seileiksi dan di klasifikasi dalam beintuiik yuiiridis 

normatif. Seiteilah meimpeiroleih bahan huiikuiim meilaluiii peineilitian 

keipuiistakaan dikuiimpuiilkan deingan cara meincari dan meimpeilajari seirta 

meimahami buiikuii-bu iikuii ilmiah yang meimuiiat beibeirapa peindapat sarjana 

ahli huiikuiim, dan data seikuiindeir teirmasuiik teiori-teiori dari pakar huiikuiim. 

Seiteilah bahan huiiku iim yang di peirluiikan dalam peineilitian ini beirhasil di 

kuiimpuiilkan, maka seilanjuiitnya akan di lakuiikan peinyuiintingan bahan 

huiikuiim,keimuiidian di lakuiikan peingklasifikasian bahan hu iikuiim yang reileivan 

dan peinguiiraian seicara sisteimatis.  
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4. Meitodei Peindeikatan 

a. Peindeikatan Konseiptuiial (conceiptuiial approach) 

Peindeikatan konseip ini dilakuiikan meilaluiii pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang beirkeimbang di dalam ilmu ii 

huiikuiim. Deingan meimpeilajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmuii huiikuiim, peineiliti akan meineimuiikan idei-idei yang 

meilahirkan peingeirtian-peingeirtian huiikuiim, konseip-konseip huiikuiim, dan 

asas-asas huiiku iim reileivan deingan isuii yang dihadapi. Meilaluiii 

peindeikatan konseip ini dapat meinjadi sandaran bagi peinuiilis dalam 

meimbanguiin suiiatuii arguiimeintasi huiikuiim dalam meimeicahkan isuii yang 

dihadapi 

b. Peindeikatan Peiru iindang-U iindangan (statuiitei approach) 

Peindeikatan ini pada dasarnya dilakuiikan deingan meineilaah 

seimuiia peiratuiiran peiruiindang-uiindangan yang beirsangkuiit pauiit deingan 

peirmasalahan (isuii huiikuiim) yang seidang dihadapi. Dalam meitode i 

peindeikatan Peinuiilis akan meinganalisis U iindang-U iindang No.23 Tahuiin 

2004 teintang Peinghapuiisan Keikeirasan Dalam Ruiimah Tangga. 

c. Peindeikatan Seijarah 

Meinuiiruiit Irwansyah, Peindeikatan seijarah dapat diarttikan 

seibagai “suiiatuii peindeikatan yang beirfuiingsi uiintuiik meingeitahuiii dan 

meindalami nilai-nilai seijarah yang meinjadi latar beilakang seirta 

meimpeingaruiihi nilai-nilai yang teirkanduiing dalam seibuiiah peiruiindang-
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uiindangan.”30 Peindeikatan seijarah dilakuiikan dalam rangka uiintuiik 

meimahami filosofi atuiiran huiikuiim dari waktuii kei waktuii , seirta 

meimahami peiru iibahan dan peirkeimbangan filosofi yang meilandasi 

atuiiran huiikuiim teirseibuiit.31 

Deingan peindeikatan seijarah ini akan dilakkan peineilaahan dari 

suiimbeir-suiimbeir lain yang beirisikan informasi meingeinai seijarah dan 

dilakuiikan seicara sisteimatis. Deingan meimahami dan meingeitahuiii latar 

beilakang dan fakta sosiologis dadri isuii huiikuiim yang diteiliti, keimuiidian 

ibuiiat peiratuiiran peiruiindang-uiindangan teirseibuiit sangat meimbantu ii 

peinuiilis dalam meimahami seijarah dari isuii huiikuiim yang diteiliti dari 

waktuii kei waktuii. Peinuiilis meilakuiikan peindeikatan seijarah deingan 

meimhami latar beilakang dan faakta sosiologis teintang keikeirasan 

dalam ruiimah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       30Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel. 

Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021. Hal. 141. 
31 Ibid., Hal 142. 
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H. Sistematika Penulisan 

U iintuiik meingeitahuiii isi dari peinuiilisan skripsi ini, peilu iilah dipeirhatikan 

sisteimatika peinuiilisan di bawah ini . 

BAB  I  : PENDAHULUAN.  

Dalam bab ini beirisikan latar beilakang masalah, peiruiimuiisan 

masalah, tuiijan dan manfaat peineilitian, keirangka konseiptuiial , 

Landasan teiori, meitodei peineilitian dan sisteimatika peinuiilisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA.  

 Dalam bab ini beirisikan tinjauiian teintang reistorativei juiistice i, 

tinjauiian teintang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, dan tinjauan tentang teori kemanfaatan.  

BAB III  : PEMBAHASAN 

Dalam ini bab yang meinjawab peiruiimuiisan masalah, yakni 

akan dijabarkan seirta meimuiiat jawaban dari ruiimuiisan masalah, 

yakni peingatuiiran reistorativei juiisticei dalam proseis peinyeileisaian 

tindak pidana keikeirasan dalam ruiimah tangga dan penerapan 

restorative justice dalam penyelesaian tndak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.  

BAB IV  : PENUTUP.  

Pada bagian ini teirdiri dari suiib bab keisimpuiilan dan saran. 

Keisimpuiilan meiruiipakan peirnyataan singkat beirkaitan deingan hasil 

peimbahasan uiintuiik meinjawab teintang peirmasalahan peineilitian. 

Oleih kareina ituii, keisimpuiilan haruiis seijalan deingan masalah 
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peineilitian dan analisis yang dibuiiat. Seidangkan saran disuiisuiin 

beirdasarkan keisimpuiilan peimikiran peinuiilis atas peirmasalahan yang 

diteimuiii dalam peineilitian yang meiruiipakan kontribuiisi/suiimbangan 

peimikiran dari peinuiilis teirhadap peirmasalahan hu iikuiim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


